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Progresivitas, atau dalam istilah Kyai Dahlan disebut 
"berkemajuan", merupakan artikulasi dari kesadaran imajinatif yang 
akan menggerakkan setiap gerakan sosial maupun keagamaan 
dalam mencapai perubahan-perubahan untuk keadilan sosial 
melalui proses transformasi sosial. Kesadaran imajinatif (cita-cita 
sosial) yang transformatif dan diskursus keadilan sosial (al- 'adalah 
al-mujtama ' )  adalah dua faktor determinan bagi aktualitas, 
relevansi, serta ketepatan gagasan-gagasan Islam progresif yang 
memihak ("populer") pada realitas sosial marjinal masyarakat, 
misalnya seperti kasus-kasus sosial keagamaan di Indonesia. 

Setidaknya ada tiga hal penting yang harus dipertimbangkan 
dalam merumuskan lanskap sosiologis agama progresif-populer. 
Pertama, sensitivitas sosial untuk mencandra akar-akar problem 
kemanusiaan kontemporer. Kedua, kesadaran kolektif atas dasar 
kesamaan visional untuk mempe rjuangkan keadilan sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik. Ketiga, pijakan sosiologis masyarakat yang 
berbasis lokalitas-pluralistik. Progresivitas berpijak pada keberanian 
untuk maju (forward) bahkan melampaui (beyond) konstruksi 
wacana-wacana mapan (status quo) yang diinstitusikan dalam 
lembaga-lembaga formal. Adapun Islam progresif mengaksentuasi- 
kan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti kesetaraan (al- 
musawah/egalitarianism), kebebasan (al-hurriyah/freedom), dan 
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keadilan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam sebagaimana 
dibahas Yusuf Oardhawi dalam al-Ibadah fi al-Islam. 

Wacana progresif bukan hanya monopoli satu disiplin maupun 
diskursus tertentu. Cukup banyak gerakan yang berlatar belakang 
keagamaan, politik, sosial, budaya bahkan etnik yang menggambar- 
kan diri sebagai gerakan progresif. Contohnya, kini berkembang 
marak kajian-kajian Islam Progresif untuk menerjemahkan sekaligus 
menampilkan sisi lain wajah Islam di tengah tuduhan-tuduhan minor 
terhadap eksistensi Islam. Makna progresif dalam konteks ini leblh 
mengacu pada komitmen untuk terlibat aktif sebagai bagian 
pembela keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan tanpa terjebak oleh 
perbedaan identitas dan latarbelakang sosial (Safi, 2003: 3). 

Agama progresif merepresentasikan kehadiran kesadaran 
personal-kolektif masyarakat agama untuk berjuang menempatkan 
komunitas-komunitasnya sebagai subjek yang kritis terhadap 
orientasi perubahan. Penjelasan Zia U1 Haque dalam Wahyu dan 
Revolusi memberikan penegasan bahwa misi kenabian adalah 
semangat pembebasan dan perlawanan terhadap segala modus 
tirani penguasa yang melanggar hukum-hukum Tuhan yang uni- 
versal, seperti kemerdekaan, keadilan, dan penghargaan terhadap 
hak-hak kemanusiaan. Kehadiran para nabi berperan untuk merevo- 
lusi struktur sosial yang tidak berpihak kepada kemanusiaan. Dalam 
moda interpretasi agama progresif, wahyu dan agama ditempatkan 
sebagai sumber inspirasi progresivitas gerakan, karena itulah 
wahyu diyakini bersifat progresif. Artinya, pemaknaan teks-teks 
keagamaan tidak berhenti apalagi membeku pada satu periode 
historis tertentu, namun justru hidup bergerak (living tradition) 
dalam ruang-ruang kesejarahan yang kondisional. Dari sinilah 
proyeksi wacana Pos-Islam bergulir untuk membuka ruang 
pengakuan terhadap otentisitas narasi-narasi Islam, yang dalam 
sosiologi agama kontemporer dikenal dengan istilah Islam populer. 

Sepintas, wacana Pos-Islam akan sertamerta divonis telah 
tergelincir pada pemahaman yang mengingkari kesaksian bahwa 
Islam yang disampaikan Nabi Muhammad Saw adalah agama 
terakhir. Dengan kata lain, Pos-Islam akan banyak dipahami sebagai 
bentuk pemberontakan keimanan terhadap aksioma finalitas Islam. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengklarifikasi bahwa wacana Pos- 
Islam dalam konteks wahyu dan gerakan progresif dimaknai sebagai 
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bentuk de-centering terhadap narasi besar Islam dunia Arab yang 
dianggap paling otentik, dimana narasi besar itu menyingkirkan 
narasi-narasi kecil Islam yang tumbuh-bergulat di luar kawasan 
jazirah Arab. Pos-Islam menghadirkan resistensi identitas keislaman 
berbasis heterogenitas setting sosial serta dekonsentrasi tafsir Islam 
otentik. Dengan demikian, agama progresif-populer melampaui 
determinasi lokalitas Islam Timur Tengah atau kawasan lainnya 
terhadap kronika Islam Indonesia. 

Ada dua implikasi paralel ketika wacana Pos-Islam diintrodusir, 
yaitu adanya pergeseran rujukan orientasi keagamaan yang selama 
ini didominasi pandangan-pandangan puritan dari negeri seberang, 
dan penemuan wilayah-wilayah isu serta fenomena sosial domestlk 
yang relatif berbeda dengan struktur problem sosial masyarakat 
Timur Tengah. Agama progresif dan wacana Pos-Islam merupakan 
dua variabel yang bergerak simultan untuk membangun konsolidasi 
gerakan transformatif-emansipatoris. Bagi masyarakat Indonesia, 
kehadiran agama progresif akan menjadi relevan dan kontekstual 
jika dikonfrontasikan dengan realitas empirik yang ternyata lebih 
dominan diwarnai ketimpangan dan kesenjangan. 

Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, sistem perekonomian yang 
eksploitatif, keterbelakangan pendidikan serta ketidakadilan gender 
adalah sejumlah identifikasi problem sosial yang membutuhkan 
sentuhan-sentuhan interpretatif progresif dalam koridor wacana 
Pos-Islam. Sejalan dengan implikasi paralel yang akan timbul, isu- 
isu yang diusung agama progresif-populer hams membumi (down 
to earth) dan kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi 
masyarakat yang beragam. Agama progresif dalarn frame Pos-Islam 
harus mulai mempertimbangkan aspek keunikan dan pluralitas 
lokalitas lanskap sosiologis dalam menginisiasi setiap isu-isu sosial. 
Sebagaimana karakter dasarnya, gerakan progresif melampaui 
identitas-identitas yang dilembagakan untuk kemudian mende- 
konsentrasi kajian-kajian Islam yang teosentris. 

Secara sosiologis, kondisi objektif masyarakat Indonesia lebih 
membutuhkan penciptaan ruang yang kondusif bagi panggilan 
keagamaan yang radikal. Ketidakmampuan mengapresiasi 
panggilan keagamaan yang radikal tersebut dapat menjebak kita 
pada slkap resistensi yang radikalis atau fundamentalis tanpa konsep 
gerakan yang jelas (Moeslim, 2003:178), sehingga yang kita butuhkan 



adalah transformasi radikal berdasarkan reaktualisasi isu-isu sosial 
dalam realitas objektif yang memiliki social stressing tertentu. Pada 
saat kita dituntut untuk melakukan pembacaan terhadap kondisi- 
kondisi obyektif, pendekatan wahyu progresif tidak bisa 
mengabaikan perangkat keilmuan non agama (tradisi kritis) dalam 
menganalisis, mengurai sekaligus mernbongkar akar-akar problem 
sosial. 

Memang untuk sementara ini, wajah agama progresif belum 
mendapatkan tekstur gerakan yang formatif, terlebih untuk 
mayoritas orang masih dianggap elitis. Maka tugas kita bersama 
adalah mendorong lahirnya kontrak-kontrak sosial untuk 
menciptakan ruang-ruang publik yang menghargai kebebasan dan 
perbedaan, sembari melakukan advokasi opini pada masyarakat 
bahwa kepedulian isu agama progresif bertaut langsung dengan 
kepentingan masyarakat umum. Ini merupakan salah satu ikhtiar 
untuk mendiseminasikan gagasan agama progresif yang populer. 
Untuk kepentingan ini, keberpihakan agama progresif lebih 
ditujukan pada proses pengakuan terhadap otentisitas agama 
populer yang non mainstream. 

lslam Populer: Wajah Qtentik lslam Indonesia 

Wacana dialektis agama dan historisitas lokal lebih banyak 
terjebak pada perebutan otoritas pemaknaan agama otentik, yang 
dalam terma sosiologi agama disebut agama resmi (official religion). 
Kemunculan dominasi mazhab keagamaan tertentu terhadap tafsir 
agama otentlk banyak dipengaruhi oleh relasi subsistensi kepenting- 
an politik dan elite agama. Wacana agama resmi yang biasa digulir- 
kan otoritas-otoritas politik formal (negara), seperti penetapan lima 
agama resrni yang mengemuka pada zaman Orde Baru di Indonesia, 
merepresentasikan modus intervensi negara untuk mendisiplinkan 
legalitas agama sekaligus memangkas pluralitas perilaku keber- 
agamaan. Ini merupakan salah satu mekanisme otoritarianisme 
negara dalam mengamankan otoritas politiknya melalui penyem- 
pitan-penyempitan ruang publik. 

Pengakuan atas pluralitas keberagamaan bergantung pada 
langkah demokratisasi paralel dengan liberalisasi eskpresi keber- 
agamaan dalam ruang-ruang publik. Misalnya, Diana L. Eck, kepala 
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Pluralism Project di Universitas Harvard, mendokumentasikan 
penelitiannya dalam A New Religious America (2002) y ang memotret 
relasi pluralitas keberagamaan masyarakat Amerika di tengah 
derasnya arus imigran ke negeri Paman Sam tersebut. Eck berusaha 
menunjukkan pada masyarakat Amerika yang heterogen itu bahwa 
mereka hams secepatnya membangun lanskap keberagamaan baru 
pasca 11 September 2001. Tantangan diversitas agama dan 
keberagamaan vis a vis sindrom terorisme, dalam hal ini prejudices 
terhadap etno-religi tertentu, mengantarkan pada satu kesimpulan 
bahwa mengelola interaksi antar komunitas-komunitas agama yang 
berbeda merupakan agenda prioritas (2002 : xiii). 

Penjelasan Carl Esbeck dalam Equal Zleatment of Religion in 
a Pluralistic Society (1998) cukup membantu dalam memetakan 
substansi gagasan Eck. Esbeck menyodorkan dua pendekatan 
dalam menyikapi pluralitas keberagamaan, yaitu pendekatan equal 
treatment dan pendekatan strict separations. Pendekatan pertama 
lebih berorientasi pada pengakuan eskpresi hak-hak komunitas- 
komunitas agama dalam ruang publik. Ini bertolak belakang dengan 
pendekatan kedua yang memisahkan serta membatasi keterkaitan 
intitusi-intitusi agama dengan kewajiban maupun hak lembaga- 
lembaga publik (1998:202). Yang mencuat dari pendekatan ini adalah 
pembatasan kebebasan eskpresi keberagamaan, diantaranya 
melalui modus pengukuhan agama resmi yang secara diametral ber- 
hadapan dengan resistensi wacana agama populer yang non- 
mainstream. Agama populer beranjak dari realitas bahwa agama 
yang dipraktekkan atau hidup ternyata selalu berbeda dari ke- 
yakinan-keyakman yang diformalisasikan. Tidak ada alasan apriori 
untuk memprioritaskan standar-standar yang diakui secara eksplisit 
oleh kalangan agama tertentu. 

Untuk kasus Indonesia, tarik ulur agama resmi dan agama 
populer dapat dirujuk pada diskursus otentisitas agama Jawa. 
Seperti sering disinggung Azyumardi Azra, kajian historis-kompa- 
ratif Islam di Timur Tengah dengan Islam Indonesia menunjukkan 
adanya pandangan di kalangan masyarakat, baik di Timur Tengah 
maupun di Indonesia sendiri, bahwa Islam Timur Tengah adalah 
Islam otentik, "Islam resmi" yang harus dijadikan rujukan oleh 
dinamika Islam di berbagai tempat. Namun begitu, tidak sedikit 
penelitian yang sedikitnya berujung pada dua ha1 penting: 



pemahaman dan praktek Islam di Timur Tengah tidak berwajah 
tunggal; dan pergesekan Islam dengan historisitas lokal menis- 
cayakan negosiasi doktrin dan perubahan struktur sosial 
keagamaan. 

Istilah Agama Jawa yang dipopulerkan antropolog kawakan 
Clifford Geertz pada dekade 50-an membuka sisi lain wajah Islam 
otentik. Geertz menggeser wacana Islam otentik dari sentralitas geo- 
politik keagamaan Timur Tengah ke otentisitas belief system dan 
praktek Muslim lokal. Pada ranah ini, otentisitas Islam di Jawa 
menjelma dalam kategori Islam santri. Adapun Islam priyayi dan 
Islam abangan dianggap mengandung unsur-unsur sinkretisme dan 
ajaran heterodoks yang dinilai bertentangan dengan mode Islam 
santri. Proposisi ini menobatkan Islam santri sebagai simbol otoritas 
agama resmi (kelompok putihan) yang mensubordinasi agama 
populer (kelompok abangan), yakni Islam priyayi dan Islam abang- 
an. Padahal, menurut temuan M.C. Ricklefs, penggolongan masya- 
rakat Jawa pada dua kelas biner di atas tidak ditemukan dalam teks- 
teks pribumi sebelum muncul desakan kultural maupun politik dari 
gerakan pembaharuan Islam dan kooptasi modernisme kolonial pada 
abad ke-19. Jelas, dikotomi kelompok putihan dan abangan ditarik 
dari intervensi kepentingan hegemoni kultural dan politik, bukan 
semata-mata pergumulan agama dan budaya lokal. 

Bagi negara, memahami diversitas pengalaman dan eskpresi 
keberagamaan masyarakatnya sangat krusial, utamanya terkait 
dengan hak-hak kewargaan. Nampaknya optik varian keberagama- 
an yang dalam studi Islam Indonesia dipakai Mark Woodward (1999) 
dan Andrew Beatty (2001), memberi ruang apresiasi sekaligus 
pengakuan yang setara terhadap sisi lain wajah otentisitas Islam 
yang selama ini dimonopoli diskursus official religion dan pure 
religion. Menurut Woodward, kegagalan kalangan antropolog dalam 
mengapresiasi karakter Islam Jawa dan struktur sosialnya disebab- 
kan oleh tidak memadainya pemahaman mereka terhadap dinamika 
dan keragaman pemikiran Islam serta perspektif teoritis yang tidak 
memungkinkan untuk mempertimbangkan aspek relasionalnya 
dengan kesejarahan, keunikan sifat struktur lokal, mitos dan 
interpretasi simbolik (1999:357). Nampaknya Beatty berusaha 
mengecualikan diri dari tesis Woodward. Sejums, ia mengungkapkan 
bahwa masuknya Islam ke pedesaan Jawa melahirkan proses 
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negosiasi kultural sehingga menempatkan Islam Jawa dalam koridor 
ekspresi kesalehan yang hibrid. Etnografi masyarakat Muslim yang 
dilakukan Gilsenan dalam Recognizing Islam (1983) memperlihatkan 
kepekaan dalam mengapresiasi perbedaan karakter praktek-praktek 
Islam. Ia mendefinisikan Islam dalam pernyataan, Islam (harus) 
dibahas bukan sebagai suatu rangkaian struktur tunggal yang 
terikat secara kaku, yang menentukan atau berinteraksi dengan 
struktur-struktur lain secara keseluruhan, namun lebih sebagai 
suatu kata yang mengidentifikasi beragam hubungan dan praktek, 
representasi, simbol, konsep, dan pandangan dunia dalam masya- 
rakat yang sama dan antara masyarakat-masyarakat yang berbeda 
(1983:19). 

Transisi ekspresi keberagamaan menuju bentuk Islam yang 
lebih "murni" (official religion) sangat menonjol dalam konstelasi 
agama Jawa di pedesaan. Ritus keagamaan dalam perspektif 
diversitas agama tidak bisa dilepaskan dari konteks kebudayaan 
yang mengkondisikan kehadiran keragaman simbol, ekspresi 
kesalehan sampai variasi bentuk-bentuk formal institusi keagamaan 
itu sendiri. Namun mazhab maupun kelompok keagamaan 
mainstream selalu te jebak oleh eksklusivitas klaim yang menilai 
varian pemahaman agama Islam dalam kategori minor. Pandangan 
seperti ini berdampak pada ketiadaan kebebasan dan pengakuan 
kesetaraan terhadap komunitas-komunitas keagamaan yang 
menganut belief system sekaligus menjalankan praktek keagamaan 
yang berbeda. Secara bersamaan, campur tangan ideologi-politik 
penguasa berperan penting dalam menciptakan pengerasan 
diskursif biner agama mumi dan agama lokal, Islam resmi dan Islam 
populer, serta kaum putihan dan abangan. 

Adalah suatu realitas yang tak terbantahkan bahwa masya- 
rakat Indonesia memiliki kesadaran dan pengalaman keagamaan 
yang berbeda bahkan variatif dibanding dengan model penghayatan 
di tempat lain. Beberapa studi Islam di berbagai kawasan, seperti 
Afrika, India, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, ternyata tidak bisa 
mengabaikan realitas lain dari keragaman penghayatan Islam 
otentik. Dapat dipastikan, kajian-kajian mengenai sejarah, doktrin 
maupun struktur sosial agama mustahil untuk diisolasi dari wacana 
agama populer, yakni kehadiran belief system, ritus dan simbol- 
simbol kolektif yang mencerminkan bentuk resistensi dan negosiasi 



komunitas-komunitas lokal ketika menghadapi penetrasi unsur 
asing. Memang butuh waktu lama untuk merehabilitasi image Islam 
populer yang sering disimpulkan secara bias sebagai agama yang 
telah "terkontaminasi" oleh unsur-unsur domestik. Namun, hemat 
penulis, posisi dan status agama populer dalam ruang-ruang publik 
akan sangat ditentukan oleh komitmen otoritas negara dan elite 
agama terhadap kebebasan dan pengakuan ekspresi keberimanan 
yang berbeda. Karena sesungguhnya otentisitas agama tidak bisa 
ditemukan dalam satu sisi tertentu, dengan menutup mata pada 
sisi yang lain. 

Oleh karena itu, negara maupun kelompok-kelompok sosial 
hendaknya mulai mengadaptasi paradigma multikultural dalam 
mengelola diversitas dan pluralitas keyakinan masyarakat. Asumsi 
penting lainnya ialah kohesivitas bangunan sosial dalam lokalitas 
tertentu tidak sertamerta dimonopoli oleh entitas tunggal. Artinya, 
selalu ada  unsur diversitas, difference, dan  variasi dalam 
mengekspresikan ketaatan maupun kesolehan yang didaku setiap 
kelompok. Lanskap keberagamaan dalam sosiologi masyarakat 
multikultural mensyaratkan kesadaran kolektif untuk lega wa 
menerima kelompok lain menjalani serta mengekspresikan nilai-nilai 
keberimanan yang berbeda. Dengan ungkapan lain, Islam populer 
hams ditempatkan sejajar dengan Islam resmi sehingga keduanya 
dapat melakukan kontestasi gagasan di arena terbuka secara 
berimbang. 

Pada akhirnya, diharapkan kita membuka diri terhadap apa 
yang dinyatakan John Hick dalam An Interpretation of Religion: 
Human Responses to The nanscendent, keimanan yang selama ini 
menjadi jantung perebutan klaim kebenaran dalam tradisi sernitik, 
pada hakekatnya hanyalah salah satu unsur dari pengalaman 
keagamaan itu sendiri (1989:159). Otentisitas tidak bisa direduksi 
oleh arus dominan di permukaan tanpa mempertimbangkan sisi lain 
pengalaman dan penghayatan religius yang tersisihkan. Mungkin 
ini sangat sulit, tapi inilah artikulasi kesadaran kemanusiaan yang 
universal bahwa setiap manusia dipersenjatai kebebasan hak untuk 
menentukan pilihan-pilihan dalam subjektivitas historisitasnya. 
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